Menimbang:

Mengingat:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 09 /HK.03.1.Kpts/5205/KPU-Kab./V/2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, menyatakan setiap pemohon
informasi publik kepada KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPID pada KPU, KPU
Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Dompu tentang Tata Cara Pengelolaan
Permohonan Informasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dompu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958
Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 1655);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan
Publik (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia

Nomor 5038);

jdih.kpu.go.id/ntb/dompu




Menetapkan

KESATU

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum(Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan = Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Keputusan  Komisi Pemilihan Umum RI Nomor
87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN
INFORMASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

Menetapkan Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi

dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

jdih.kpu.go.id/ntb/dompu




KEDUA : Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi dilingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu pelaksanaannya
dijabarkan kedalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan
Permohonan Informasi.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 20 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,
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